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BUPATI TEMANGGUNG

PERATUMN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR l? TAHUN 207]-

TENTANG

PENGANGGARAN MENDAHULUI PENETAPAN PERI{TURI{N DAEMH
KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG

PERUBAHAN ANGGAMN PENDAPATAN DAN BELANJA DAEMH
I(ABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGAMN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor DPRD.03/3-

t/lt/2011 tanggal 2 Pebruari 20Ll tentang Persetujuan

Penganggaran Mendahului Peraturan Daerah Kabupaten

Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 207L, sebagai landasan

operasional pelaksanaan anggaran sebelum ditetapkannya
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Temanggung Tahun Anggaran 201L, maka perlu menetapkan

Peraturan Bupati Temanggung tentang Penganggaran Mendahului
Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Temanggung Tahun Anggaran 20ll;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi |awa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

t9B5 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 33LZ) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun t994 tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan [Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun tgg4 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569 );

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1gg9 Nomor 7l,Tamb4han Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor ZAS\/
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4. Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2B6);

5. undang-undang Nomor L rahun 2004 tentang perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZO04
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

6. undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan flembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung |awab Keuangan Negara flembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a400);

B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor LO4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2L);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZO04
Nornor L25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor LZ Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun ZOO4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aB44);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik thdonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyaf Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043J;

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rallyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

, Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Ne€i; Pepuati\/



Indonesia Tahun 2007 Nomor 4T,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor aTLZ);

L4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan flembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

l-6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a57!;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20t0 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20L0 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a577);

Pilraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Petnerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5B5);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSBB);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambghan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593}i,/

19.

20.
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aB55);

Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 46L4);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota flembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 474L);

26.

27.

28.

29. Peraturan Pemerintah Nomor L9 Tahun 2008 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aB26);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 22Tahun 2008 tentang Pendanaan
dan Pengelolaan Bantuan Bencana flembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aB29);

3L. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a972);

32. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
Undangan;

33. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20L0 tentang Pengadaan
Barang/f asa Pemerintah;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nombr 4 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah Kabupaten
Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12
Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor
L2),

35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung
2008-2028 (Lembarlp Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2008 Nomor 5);/
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36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun z00B
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan |angka Panjang Daerah
IRPIPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun
2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati
[Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor
1 1);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor L3 Tahun
2008 tentang organisasi dan Tata Kerja sekretariat Daerah
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 13);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Ralqyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 14);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2008 Nomor 15);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Inspektora! dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 16);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 17);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Ndmor 18 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten
Temanggung flembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2008 Nomor 1B);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan polisi pamong
Praja Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 19);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung flembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 20);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana
Penyuluhan iertanian, Perikanan, dan fefrutanan Iiilil;*Z



Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2008 Nomor 2L);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2A09
tentang Rencana Pembangunan fangka Menengah Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2008-20t3 (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 2);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun
2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah flembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun
2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2010 Nomor 2);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2010
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabubpaten
Temanggung Tahun Anggaran 2077 flembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 10);

53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 20tt;

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATUMN BUPATI TENTANG PENGANGGAMN MENDAHULUI

PENETAPAN PERATURAN DAEMH KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA

DAEMH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGAMN 2011.

Pasal 1

Penganggaran Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 20ll sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan
Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rincian Penjabaran Penganggaran Mendahului Penetapan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, akan dicantumkan di dalam
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-

sKPD).

Pasal 3

Penganggaran Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 20Lt sebagaimana dimaksud dal"*;;;"r /



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah l(abupaten
Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran ZOLL.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan, Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 - l@F<.e ,4fl zs I r

BUPATI NGGUNG,

\-r'

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal L y<99\t/Y?4

SEKRETARIS DAEMH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

'7ott

--

BAMBANG AROCHMAN
..,,

SEKDA
ASISTEN

-f /+t/ ill

BERITA DAEMH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ZOLO NOMOR I?T



PENGANGGAMN MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN TEMANGGUNG TA 2011

Lampiran : PerauranBupatiTemanggmg
Nomor :

Tanggal :

Perbaikan fembatan KalipuPu Kec.

Gemawang

APBD TA 2OT1
BERTAMBAH/
(BERKUMNGJ

22.L7L.L55.000 22.L7L.155.0001. Rehabilitasi sedang/berat bangunan
sekolah

Pendampingan DAK Pendidikan

Dana Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Pendidikan (DPPIPJ

DINAS PENDIDIKAN

5.

5:

'i".

Pengadaan Alat bengkel SMK

Pendampingan Bantuan Gubernur

Rehabilitasi sedang/berat bangunan
sekolah

8. PerbaikanJardiknas

25.057.800,000

39.840.312.000

9. Pendidikan untuk Semua (Ban-Gub)

Pendampingan kegiatan BOS

1. Pengadaan sarana dan prasarana
puskesmas, pustu, dan PKD

3.

4'.

5.

Pemeriksaan kesehatan lingkungan

Pendampingan rujukan maskin non
jamkesmas

3.533.800.000Rehabiltasi/pemeliharaan jalan

Rehabiliatsi/pemeliharaan jaringan

irigasi

3. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air
bersih/air minum

5. DAKPerubahandanpemukiman

6. Pendampingan
Rehabiltasi/pemeliharaan ialan

7. Pendampingan
Rehabiliatsi/pemeliharaan iaringan
irigasi

8. Pendampingan
Rehabilitasi/pemeliharaan iaringan air
bersih/air minum

9. PendampinganSanimas

10. Pendampingan DAK Perubahan dan
pemukiman

11. DED Renovasi MasiidAgung

13, Pendampingan Pamsimas 907.500.000

1.500.000.000



NO SI(PD KEGIATAN APBDTA20ll BETAUBATV
(BERI(UR^NCI IUIIAH

15. Peningkatan jalan Kebraman-Muncar 0 450.000.000 450.000.000

16. Perbaikan pengaman tebing Sungai
Mojotengah Kedu

0 300.000.000 300.000.000

17. Perbaikan sarana air bersih dan saluran
Irigasi flegong Kec. Bejen

0 400.000.000 400.000.000

18. Peningkatan TPA Sanggrahan 0 898.691.700 898.691.700

19. Pendampingan Reklamasi galian C

Kledung
50.000.000 637.500.000 687.500.000

20. Peningkatan 2 jembatan di jalan
Krempong-Karangseneng

0 465.000.000 455.000.000

21. Kebersihan Kawasan Aloon-aloon 0 59.765.000 59.765.000

22. Penyusunan Raperda Retribusi
Kebersihan dan Pengelolaan
Persampahan

0 20.200.000 20.200.000

23. Pemeliharaan rutin jalan 1,500.000.000 1,350.000.000 2.850.000.000

24. Perbaikan drainase dan jalur lambat
jalan Gajah Mada Kel. Sidorejo

0 150.000.000 150.000.000

25. Perbaikan jembatan kalibruk
pandemulyo Bulu

0 250.000.000 250.000.000

26. Pengadaan 1 TrukArm Roll dan 5
Kontainer

0 450.000.000 450.000.000

4 BAPPEDA 1. Pengkajian dan Evaluasi Pembangunan 0 293.000.000 293.000.000

2. Penyusunan strategi percepatan
pembagungn ekonomi 20 12-20 14

0 50.000.000 50.000.000

3. Pendampinganprogram
perumahan/bantuan stimulan
pembangunan perumahan swadaya

0 30.000.000 30.000.000

4. Fasilitasi pengembangan pasar
Agropolitan

0 30.000.000 30.000.000

5. Pendidikan Untuk Semua 0 40.000.000 40.000.000

5 DISHUB KOMINFO 1. DAK Keselamatan transportasi darat 0 243,600.000 243.600.000

2. Pendampingan DAK Keselamatan
transportasi darat

0 29.232.000 29.232.000

3. Pengadaan flaser (MTsN Parakan,2 RSU

fembatan Kali Kuas, PKU/SD Muh Bulu)
60.000.000 60.000.000

4. Pemeliharaan dan operasional
kendaraan MCAP

0 25.370.000 25.370.000

6 INSPEKTORAT 1. Penilaian angka kredit dan sertifikasi
,FA

0 34.220.000 34.220.000

2. Penyusunan PKPT 0 30.348.000 30.348.000

7 BKB.PP 1. Pengadaan sarpras Mobilitas 599.750.000 (49.793.300) 549.956.700

2, Pengadaan sarpras KB 300,850.000 58.537.900 359.387.900

3. Pengadaan gedungalatkontrasepsi 126.355.400 125.355.400

4. Pendampingan Pengadaan sarpras
Mobilitas

68.244.000 1.195.000 69.439.000

5. Pendampingan Pengadaan sarpras KB 35.325.000 17.936.700 53.261.700

6. Pendampingan Pengadaan gedung alat
kontrasepsi

0 204.342.700 204.342.700

7, Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.000.000 20.000.000 25.000.000

8 DISDUKCAPIL 1. Persiapan pelaksanaan e-KTP 0 324.900.800 324.900.800

9 BLH 1. DAK Lingkungan Hidup 936,000.000 (s00.000) 935.500.000

2. Pendampingan DAKLingkungan Hidup 107,640.000 32.685.000 140.325.000



NO SKPD XEGI.ATAN APBDTA20ll BEITAXBATT/
lBERXURANGI ItlrIAH

10 SATPOL PP 1. Pengendaliankeamananlingkungan 49.645.500 73.000.000 122.645.5W

11 BAGTAN UMUM 1. Pengadaan kendaraan dinas roda 2 0 214.000.000 214.000.000

L2 BAGIAN HUMAS 1. Pengisian materi pada vidiotron 0 15.000.000 15.000.000

13 BAGIAN
PEREKONOMIAN

1. Penyelenggaraanpameran 0 135.000.000 135.000.000

L4 DPPKAD 1. Pemeliharaankendaraan operasional
mantri pajak

0 17.400.000 17.400.000

2. Pengelolaan BPHTB danpajakAir
Tanah

0 202.340.O00 202340.O00

3. Insentif pemungutan pajak daerah 0 787.789.673 787.t89.673

15 BKD 1. Ujian sertifikasi pengadaan barang dan
jasa

0 82.140.000 82.140.000

76 KKP 1. Pengembangan pangan Iokal ubi kayu
mekarmanik

0 420.945.000 420.945.000

17 DISTANBUNHUT 1. Pembinaan,pengendalian,dan
pengawasan gerakan rehabilitasi hutan
dan lahan

0 453.450.000 453.450.000

2. Peningkatan sarpras usaha tani
tanaman pangan, hortikultura, dan
peternakan

4.900.000.000 287.100.000 5.187.100.000

3. Pendampingan Peningkatansarpras
usaha tani tanaman pangan,
hortikultura, dan peternakan

634.866.500 13.052.000 647.918.500

4. Pembinaan,pengendalian,dan
pengawasan gerakan rehabilitasi hutan
dan lahan

824.200.000 187.500.000 1.011.700.000

5. PendampinganPembinaan,
pengendalian, dan pengawasan gerakan
rehabiliasi hutan dan lahan

244.000.000 70.406.000 314.406.000

5. SLPTTPadiUnggul (Mikongga) 0 414.500.000 414.500.000

7. Alatekstraktembakau 0 205.500.000 206.600.000

8. Operasionallabkulturjaringan 0 30.000.000 30.000.000

9. Promosiproduk-produkpertanian 0 35.000.000 35.000.000

10. Pengembangan padi organik 0 370.000.000 370.000.000

11. Pengadaan pupuk organik SLPHT
Tembakau

441.580.000 189.O00.000 630.580.000

12. Pengendalian hama tikus 0 200.000.000 200.000.000

18 DINAKAN 1. Pengembangan perikanan budidaya dan
pemasaran hasil perikanan

1.680.000.000 655.500.000 2.336.500.000

2. PendampinganPengembangan
perikanan budidaya dan pemasaran
hasil perikanan

215.000.000 128.820.000 343.820.000

19 BAPELUH 1. Peningkatan produksi jagung 0 497.800.000 497.800.000

2. PemberdayaanTHL-TBPP 0 225.000.000 225.000.000

20 BAPERMADES 1. DukunganTMMD 17.500.000 73.822.500 9L.322.500

2. PNPM Integrasi 5.887.000.000 1.250.000.000 7.137.000.000

3. Fasilitasi TTG 20.000.000 10.000.000 30.000.000

2t KPPT 1. Ceak Plat IMB 0 25.500.000 25.500.000



NO SKPD KEGIATAN APBD TA 2011
BERTAMBAH/
TBERKIIRANG'I IUMI.AH

22 RSUD 1. Pemindahan dari polly lama ke polly
baru

0 95.649.850 9s.649.850

2. Pelebaran lalan masuk Polly baru RSU 0 100.000.000 100.000.000

3. Penunjang akreditasi pelayanan RSU 0 61.850.000 61.850.000

23 SETWAN 1. DED Renovasi GedungDPRD 0 100.000.000 100.000.000

IUMIIIH 59.790.173.000 91.938.359.128 tst.728.s3z.tza
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